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Analisis Permasalahan Penerimaan Murid dengan Disabilitas di SD Harapan Bangsa
Sebelum kita menganalisa permasalahan yang terjadi di SD Harpan Bannga, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam menyamakan persepsi kita tentang makna inklusi yang sebenarmya dalam dunia pendidikan. Perlu kita ketahui bersama pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Konsep ini lahir sebagai pergeseran dari sistem pendidikan eksklusif yang cenderung memisahkan peserta didik dengan kebutuhan khusus dari lingkungan pendidikan umum.
Setelah kita memahami makna dari sekolah inklusif, selanjutnya kita bisa membuat langkah bermakna yang bisa diterapkan dalam menyikapi masalah yang ada di SD Harapan Bangsa. 
1. Identifikasi Akar Masalah
Meskipun SD Harapan Bangsa telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, penetapan status ini ternyata belum diikuti dengan kesiapan operasional. Ada tiga masalah inti yang saling berkaitan. Masalah dampak tidak ada prosedur/SOP penerimaan yang baku dimana proses PPDB berjalan ad-hoc tidak konsisten antara calon murid, Belum jelas pihak yang dilibatkan dalam identifikasi awal asesmen yang membuat keputusan penempatan berisiko salah, dokumen administrasi belum disiapkan orang tua bingung harus melengkapi apa, sekolah tidak punya dasar data untuk menyusun layanan.
Akar masalahnya adalah kesenjangan antara kebijakan (status inklusif) dan kapasitas implementasi (sistem, SDM, dan instrumen di lapangan) sebuah gejala umum ketika sekolah 
”ditunjuk” inklusif tanpa proses penyiapan kelembagaan yang memadai.

2. Tahapan Penerimaan Murid dengan Disabilitas yang Ideal
Untuk melakukan penerimaan siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan oleh sekolah. Diantaranya:
a. Sosialisasi dan Pendaftaran Awal
Sekolah mengumumkan secara terbuka bahwa PPDB terbuka bagi anak berkebutuhan khusus (nondiskriminatif). Orang tua mengisi formulir pendaftaran reguler dan formulir tambahan informasi kekhususan anak (jika orang tua bersedia mengungkapkan).
b. Identifikasi Awal (Skrining)
Wawancara awal dengan orang tua untuk menggali riwayat perkembangan, kondisi kesehatan, dan riwayat pendidikan anak sebelumnya. Observasi awal terhadap anak (perilaku, komunikasi, kemandirian dasar). Tujuannya bukan menentukan diterima atau ditolak, melainkan memetakan kebutuhan awal.
c. Asesmen Mendalam (jika diperlukan)
Dilakukan oleh tim yang kompeten untuk memastikan jenis disabilitas, tingkat kebutuhan dukungan, dan potensi anak. Bisa memakai hasil asesmen dari psikolog/dokter yang sudah dimiliki keluarga, atau merujuk ke pihak eksternal bila sekolah belum punya kapasitas asesmen sendiri.
d. Musyawarah Penentuan Layanan
Tim sekolah yang didalamnya ada kepala sekolah, guru kelas, dan orang tua) bermusyawarah menentukan  kelas atau rombel penempatan, kebutuhan pendamping dan modifikasi kurikulum/PPI (Program Pembelajaran Individual) awal.
e. Penetapan dan Administrasi Akhir
Penyusunan kesepakatan (MoU/perjanjian) dengan orang tua terkait layanan yang akan diberikan dan tanggung jawab bersama.

f. Orientasi dan Transisi
Pengenalan lingkungan sekolah kepada anak dan orang tua sebelum tahun ajaran dimulai, termasuk pengenalan ke guru kelas dan teman sebaya (jika memungkinkan).
3. Pihak yang Perlu Dilibatkan
Dalam proses penerimaan peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan serta keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama kebijakan penerimaan peserta didik serta pengambil keputusan akhir terkait penerimaan dan layanan yang akan diberikan. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertugas mengelola seluruh proses administrasi pendaftaran serta memastikan pelaksanaan penerimaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Guru Pembimbing Khusus (GPK), apabila tersedia, memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal terhadap calon peserta didik, serta menyusun rekomendasi layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila sekolah belum memiliki GPK, keberadaannya perlu diupayakan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Guru kelas juga berperan memberikan masukan mengenai kesiapan lingkungan kelas dalam menerima dan mendukung proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
Orang tua atau wali merupakan sumber informasi utama mengenai kondisi, riwayat perkembangan, kebutuhan, serta potensi peserta didik. Oleh karena itu, mereka menjadi mitra penting dalam perencanaan dan penyusunan layanan pendidikan. Di samping itu, tenaga profesional eksternal seperti psikolog, dokter, terapis, atau Pusat Layanan Disabilitas (PLD), apabila tersedia di daerah setempat, dapat memberikan hasil asesmen formal dan rekomendasi profesional, terutama ketika sekolah belum memiliki kapasitas asesmen internal yang memadai.
Dinas Pendidikan setempat memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan dukungan sumber daya, termasuk penyediaan pelatihan bagi guru dan Guru Pembimbing Khusus. Sementara itu, Komite Sekolah berperan dalam mendukung sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif kepada warga sekolah dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang lebih terbuka dan menerima keberagaman peserta didik.
Sebagai catatan penting, apabila sekolah belum memiliki Guru Pembimbing Khusus maupun tim asesmen internal, langkah yang perlu segera dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Pusat Layanan Disabilitas (PLD) di wilayah setempat untuk memperoleh pendampingan sementara, sehingga proses penerimaan dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara optimal.
4. Dokumen Administrasi yang Diperlukan
Dalam proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, diperlukan sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan baik oleh orang tua/calon peserta didik maupun oleh pihak sekolah. Dari pihak orang tua atau calon peserta didik, dokumen yang perlu dilengkapi meliputi formulir pendaftaran PPDB reguler, formulir tambahan yang memuat data kekhususan anak seperti riwayat kesehatan dan perkembangan, fotokopi akta kelahiran dan Kartu Keluarga, surat keterangan atau hasil asesmen dari psikolog, dokter, atau lembaga terkait apabila telah tersedia, serta laporan pendidikan sebelumnya seperti rapor TK/PAUD atau catatan perkembangan anak jika ada.
Sementara itu, pihak sekolah perlu menyiapkan berbagai dokumen pendukung sebagai bagian dari proses identifikasi dan penentuan layanan pendidikan. Dokumen tersebut meliputi instrumen identifikasi awal berupa daftar periksa (checklist) skrining sederhana, formulir hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) atau tim sekolah, berita acara musyawarah penentuan layanan, draf awal Program Pembelajaran Individual (PPI), surat keterangan penerimaan sebagai peserta didik inklusif, serta dokumen kesepakatan atau perjanjian kerja sama layanan antara sekolah dan orang tua.
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, sekolah perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PPDB Inklusif secara tertulis yang memuat seluruh tahapan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga proses penerimaan tidak lagi bergantung pada keputusan yang bersifat situasional. Kedua, sekolah perlu membentuk atau menunjuk tim identifikasi awal yang terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, dan minimal satu tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan dasar mengenai pendidikan inklusif dan disabilitas, sambil terus mengupayakan keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) melalui rekrutmen atau pelatihan.
Selanjutnya, sekolah perlu menyiapkan paket dokumen standar, seperti formulir skrining, format Program Pembelajaran Individual (PPI), dan surat kesepakatan layanan sebelum periode PPDB berikutnya dimulai. Sekolah juga perlu menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun Pusat Layanan Disabilitas (PLD) setempat untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan asesmen, pendampingan, serta peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan. Selain itu, prosedur penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus perlu disosialisasikan kepada orang tua sejak awal masa pendaftaran agar seluruh pihak memahami mekanisme yang berlaku dan terhindar dari kebingungan selama proses penerimaan.
Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, status sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tidak hanya menjadi predikat administratif semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui praktik penerimaan peserta didik yang terstruktur, adil, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

